
 
WALIKOTA BATAM 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

PERATURAN WALIKOTA BATAM 
NOMOR 64 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN DAN  

PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN 

 
WALIKOTA BATAM, 

Menimbang :   a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 huruf c 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

disebutkan pelaksanaan pengawasan perizinan 
berusaha berbasis risiko dikoordinasikan oleh 
DPMPTSP kabupaten/kota, atas pelaksanaan 

Perizinan  Berusaha yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pencabutan atas Peraturan Walikota 

Batam Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan 
dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan; 

Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 3902) 
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 

Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

SALINAN 



Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7); 
   

 

 
 

 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 
ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 23 

TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN DAN 
PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN. 

 

Pasal 1 
 

Dengan Peraturan Walikota ini, maka Peraturan 

Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2019 tentang 
Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan 

(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 672) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

 
Ditetapkan di Batam 

pada tanggal 15 Nopember 2021                  
 

 WALIKOTA BATAM, 

 
dto 

 

MUHAMMAD RUDI 
 

Diundangkan di Batam 
Pada tanggal 17 Nopember 2021                                     
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM, 
 

dto 
 

JEFRIDIN 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 850 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

Ub 
Plt. Kepala Bagian Hukum 

 
 
 
 

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 
Pembina Utama Muda  

NIP. 19671224 199403 1 009 


